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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

Menimbang : a. bahwa untuk penegakan disiplin, mendorong
profesionalitas, serta untuk menjamin efektifitas dan
efisiensi terlaksananya sasaran kerja pegawai di
lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
perlu penetapan jam kerja dan daftar hadir;

b. bahwa guna meningkatkan kinerja dan produktifitas
pegawai sebagai pelaksanaan reformasi birokrasi yang
berdampak pada pemberian tunjangan kinerja, perlu
mengatur ketentuan mengenai pemberian tunjangan
kinerja kepada pegawai di lingkungan Badan Meteorologi,
Klimatologi, dan Geofisika;

c. bahwa untuk menciptakan keadilan dalam pemberian
tunjangan kinerja kepada pegawai serta efektifitas
pelaksanaan tugas operasional di lingkungan Badan
Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, perlu

menambahkan komponen penilaian tunjangan kinerja dan
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Mengingat

penyempurnaan terhadap penerapan hari dan jam kerja
khusus;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
tentang Kehadiran Pegawai dan Pemberian Tunjangan
Kinerja di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi,

dan Geofisika;

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang
Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5258);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari
Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;

Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan
Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2017 tentang
Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan

Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 264);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem
Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;

Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan
Geofisika Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan
Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan
Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 1528) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi,
dan Geofisika Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan
atas Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi,
dan Geofisika Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan
Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan
Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1740);

Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan
Geofisika Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan
Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 1529);

Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan
Geofisika Nomor 17 Tahun 2014 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Stasiun Pemantau Atmosfer Global (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1530)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 10
Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 17
Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun
Pemantau Atmosfer Global (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1741);

Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan
Geofisika Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
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Menetapkan

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
555);

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN

GEOFISIKA  TENTANG KEHADIRAN PEGAWAI DAN
PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA DI LINGKUNGAN BADAN
METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai
Negeri Sipil Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
serta Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan atau
dipekerjakan di  lingkungan Badan  Meteorologi,
Klimatologi, dan Geofisika.

2. Jam Kerja adalah waktu untuk melakukan pekerjaan
berdasarkan jam kerja efektif yang ditetapkan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

3. Tunjangan Kinerja adalah penghasilan selain gaji yang
diberikan kepada pegawai yang aktif berdasarkan
kompetensi dan kinerja.

4. Peringatan Tertulis adalah peringatan yang disampaikan
secara tertulis oleh pejabat yang berwenang.

5. Pejabat Yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai
kewenangan mengangkat, memindahkan dan
memberhentikan  pegawai di lingkungan  Badan
Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Sistem Informasi Kehadiran Pegawai adalah suatu sistem
terkomputerisasi untuk mengolah data dan memonitor
kehadiran Pegawai yang berbasis web secara on-line.

7. Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan pegawai

untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang
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ditentukan dalam  peraturan perundang-undangan
dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati
atau dilanggar akan dijatuhi hukuman disiplin.

8. Alasan yang sah adalah alasan yang dapat
dipertanggungjawabkan yang disampaikan secara tertulis
dan dituangkan dalam surat permohonan
izin/pemberitahuan serta disetujui oleh pejabat yang
berwenang sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan

Badan ini.

Pasal 2
Ketentuan dalam Peraturan Badan ini juga berlaku bagi Calon
Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Meteorologi,

Klimatologi, dan Geofisika.

Pasal 3

(1) Tunjangan Kinerja diberikan berdasarkan penilaian
komponen Tunjangan Kinerja.

(2) Komponen penilaian Tunjangan Kinerja terdiri atas:

a. kehadiran;
b. produktivitas kerja; dan
c. sasaran kerja pegawai.

(3) Bobot komponen penilaian  Tunjangan Kinerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai
berikut:

a. kehadiran 40 (empat puluh) persen;
b. produktivitas kerja 30 (tiga puluh) persen; dan
c. sasaran kerja pegawai 30 (tiga puluh) persen.

(4) Waktu penilaian komponen penilaian Tunjangan Kinerja

dilakukan sebagai berikut:
a. kehadiran dinilai setiap hari;
b. produktivitas kerja dinilai setiap bulan; dan

c. sasaran kerja pegawai dinilai setiap 6 (enam) bulan.
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